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KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, Tim Penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan
karunia yang berlimpah tiada henti sehingga tim penulis dapat
menyelesaikan buku dengan judul Hukum Administrasi Negara.

Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai penulis di bidang
Hukum Administrasi Negara dari berbagai perguruan tinggi ternama
di Indonesia. Dalam [lmu Hukum, salah satu cabang ilmu yaitu Hukum
Administrasi Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam
dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi
yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada.

Buku dengan judul Hukum Administrasi Negara ini dapat di
gunakan sebagai acuan dalam perkuliahan Hukum Administrasi
Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus di tempuh
oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan
oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Administrasi
Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester.
Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum
Administrasi Negara ini juga bisa di jadikan literatur oleh masyarakat
umum dalam memahami dan mendalam keilmuan hukum khususnya
Hukum Administrasi Negara.

Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar
Hukum Administrasi Negara, Bab 2 Hukum Administrasi Negara dalam
Kerangka Hukum Nasional, Bab 3 Hubungan Hukum Administrasi
Negara dengan [lmu Hukum yang Lainnya, Bab 4 Asas-Asas Hukum
Administrasi Negara, Bab 5 Sumber Hukum Administrasi Negara, Bab
6 Kewenangan, Bab 7 Sistem Hukum Administrasi Negara, Bab 8
Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Bab 9 Perbuatan
Administrasi Negara, Bab 10 Keputusan Administrasi dan Proses
Pembuatan Keputusan, Bab 11 Partisipasi Masyarakat dalam
Pembuatan Keputusan Administrasi, Bab 12 Pengawasan Administrasi
Negara, Bab 13 Sanksi Administrasi Negara, Bab 14 Mekanisme

iv



Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 15 Proses Peradilan
Administrasi Negara, Bab 16 Alternatif Penyelesaian Sengketa
Administrasi Negara, Bab 17 Aspek Hukum Pengujian, Bab 18 Good
Governance, Bab 19 Hukum Administrasi Lingkungan dalam
Pengelolaan Pertambangan, dan Bab 20 Tantangan dan Isu
Kontemporer Hukum Administrasi Negara.

Tim Penulis memahami dan meyakini bahwa dinamika demokrasi
dan Hukum Administrasi Negara akan terus berkembang sehingga
buku ini akan melengkapi berbagai kajian dan literatur dalam bidang
ilmu Hukum Administrasi Negara dan memberikan manfaat yang
sebesar besarnya bagi akademisi, mahasiswa, dan pemerhati Hukum
Administrasi Negara. Akhir kata Tim Penulis mohon maaf yang
sebesar besarnya jika dalam penyusunan buku ini terdapat kesalahan
baik yang tentunya tidak lepas dari kelemahan Tim Penulis sebagai
manusia yang terus belajar.

Salam hormat,

Tim Penulis
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BAB 1
PENGANTAR HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA

Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara sebagai cabang Ilmu Hukum, dapat
dikatakan sebagai salah satu tonggak penggerak rekayasa kehidupan
masyarakat. Pasalnya sebagai cabang [lmu Hukum sendiri, Hukum
Administrasi Negara memiliki keunikan dari cabang-cabang Ilmu
Hukum lainya. Keunikan dan karakteristik keilmuan ini dapat dilihat
keberadaan ilmu ini sendiri yakni hadir diseluruh kehidupan
bermasyarakat sejak subjek hukum (manusia) pertama kali lahir ke
dunia hingga kematian. Apabila diandaikan pada organ tubuh
manusia, Hukum Administrasi Negara seperti seluruh otot-otot yang
berada pada ujung kepala hingga ujung kaki yang dapat menggerakan
tubuh. Hukum Administrasi Negara menjadikan sebuah konsep
kerangka “welfare state” secara nyata keberadaannya di tengah
masyarakat. Konsep welfare state menurut Jeremy Betham di abad ke-
18 memberikan anggapan bahwa pemerintah memiliki kewajiban
untuk mengupayakan kebahagiaan masyarakat “the greatest
happiness (welfare) of the greatest number of their citizens”.

Hukum Administrasi Negara memiliki kaitan yang sangat erat
antara Pemerintah dan Masyarakat didalam suatu negara. Kedekatan
ini menjadi sebuah irisan yang saling melengkapi satu sama lain.
Dikutip oleh Hadjon, dalam buku P. de Haan Cs. yang berjudul
“Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat” yang menyebutkan

Amelia Ayu Paramitha
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delegasi dapat mendapatkan penjelasan seluruh perbuatan
pemerintah yang telah dilakukan oleh penerima delegasi.

3. Mandat

Adalah pelimpahan wewenang antara Pejabat TUN kepada Pejabat
TUN lainnya. Karakteristik pemberian mandat yakni tidak ada
pemindahan tanggung jawab kepada penerima mandat, tanggung
jawab penerima mandat masih dimiliki oleh pemberi mandat.
Mandat dapat diberikan didalam suatu organ pemerintah secara
internal, sehingga pelimpahan wewenang tidak keluar dari suatu
organisasi pemerintahan yang ada. Kewenangan ini menjadi
sebuah tolak ukur keabsahan perbuatan pemerintah dalam
menjalankan administrasi pemerintah.

kksk kok kok ko
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Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang mengandung muatan sejarah
pemikiran yang relatif panjang (Muhtaj, 2005). Pemikiran negara
hukum telah muncul jauh sebelum Revolusi 1688 yang terjadi di
Inggris, muncul kembali pada abad XVII dan baru populer pada abad
XIX (Hadjon, 1996). Sejarah lahirnya pemikiran negara hukum,
merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau
(Hadjon, 1987b). Ide gagasan negara hukum pertama Kkali
dikemukakan oleh Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan
negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum atau istilah
yang disebut dengan “nomoi”, artinya suatu negara dimana semua
orang tunduk pada hukum untuk mencegah agar tidak bertindak
sewenang-wenang (Hadjon, 1987a). Senada dengan ide pemikiran
tersebut, kemudian dipertegas oleh Aristoteles yang menyatakan
bahwa untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life
possible) perlu adanya supremasi hukum (Siti Sumartini, Nurwahyuni,
2022), sebagai upaya penegakan dan menempatkan hukum pada
posisi tertinggi demi mewujudkan kebijaksanaan kolektif dalam
melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari
pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara.
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b. Fungsi Instrumental HAN

Penentuan fungsi instrumental HAN dapat dilihat dari tindakan
pemerintah, dimana pemerintah dalam melakukan berbagai
tindakan kegiatan menggunakan instrumen yuridis seperti
peraturan, Kkeputusan, peraturan Kkebijaksanaan, dan
sebagainya. Adanya pemberian kewenangan yang luas kepada
pemerintah yaitu dapat menciptakan berbagai instrumen
yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan. Selain itu, Fungsi Instrumental HAN dibagi
menjadi dua yaitu fungsi instrumental aktif dan fungsi
instrumental pasif. Fungsi instrumental aktif dalam bentuk
kewenangan sedangkan fungsi instrumental pasif dalam bentuk
kebijaksanaan (beleid). Fungsi instrumental ini diarahkan pada
pencapaian tujuan pemerintah, sehingga nantinya mengandung
asas efisiensi (daya guna) dan asas efektivitas (hasil guna)
(Sadjijono, 2011).

c. Fungsi Jaminan HAN
Saat pemerintah menjalankan tindakan yang berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku, maka secara secara moral dan
hukumnya bisa dipertanggungjawabkan.

Fungsi jaminan HAN dibagi menjadi tiga jenis yaitu jaminan
pemerintahan (bestuurlijke waarborgen) yang menyangkut
tentang aspek doelmatig dan democratie meliputi keterbukaan
dan berbagai mekanisme pengawasan; perlindungan hukum
dan ganti rugi (Sadjijono, 2011). Ketika pemerintah
menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis sebagai
dasar tindakannya, maka dengan mengikuti ketentuan formal
dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan
menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan
demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negara pun
akan terjamin dengan baik.

sksksk skok skok sk sk
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Pendahuluan

[stilah "Hukum Administrasi Negara" adalah terjemahan dari istilah
"Administratie Recht" dalam bahasa Belanda. Hukum Administrasi
Negara adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur
administrasi dalam suatu negara, sehingga hubungan antara warga
negara dan pemerintah berjalan dengan baik dan aman. Ini mencakup
semua aturan terkait penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh
aparatur negara untuk mencapai tujuan negara. Hukum administrasi
negara juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan
administrasi negara dan hak-hak warga negara. Dalam penggunaan
istilah ini, ada variasi. Beberapa orang mengartikan "administration"
sebagai "administrasi" dan menggunakan istilah "Hukum
Administrasi Negara," sementara yang lain mengartikannya sebagai
"pemerintahan” dan mengacu pada "Hukum Tata Pemerintahan”
sebagai terjemahan dari "Administratief Recht." Selain itu, ada pilihan
istilah lain seperti "Hukum Tata Usaha Negara" jika "administration"
diartikan sebagai tata usaha (surat menyurat). Istilah-istilah seperti
"Bestuursrecht," "Bestuurkunde," dan "Bestuurwetenschappen" dalam
bahasa Belanda juga terkait dengan bidang studi ini. Kata "bestuur"
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Pengertian Asas

Asas merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum, ia seperti ruh
dalam setiap norma. Suatu nilai abstrak yang menjiwai dan
mengkristal dalam setiap norma. Menurut KBBI, asas adalah dasar
yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau dalam
pengertian yang lain disebut sebagai hukum dasar (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1990).

Kata “asas” menurut Bahasa Belanda diterjemahkan dari kata
“beginsel”. Sedangkan dalam Bahasa inggris disebut sebagai
“principle”. Jika kita satu padukan maka asas hukum merupakan
sesuatu yang sangat mendasar dari hukum itu sendiri. Hukum bisa
dimaknai langsung sebagai norma atau peraturan, namun asas hukum
bukanlah suatu norma atau peraturan. Asas hukum merupakan
sesuatu yang terkandung atau berada di dalam hukum positif
(Mochtar and Hiariej, 2021).

Menurut Paton, asas hukum merupakan unsur yang penting dan
pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila
dikatakan bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan
hukum. Disebut demikian karena ia merupakan landasan yang paling
luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa
peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan
kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini
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13. Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Ketelitian mendahulukan kepentingan masyarakat. Menurut
Jazim Hamidi, fungsi dari AAUPB adalah untuk sebagai pegangan
bagi pejabat administrasi negara untuk melaksanakan
kewenangannya; sebagai alat uji bagi hakim administrasi menilai
suatu penetapan atau keputusan dan sebagai dasar pengajuan
gugatan bagi penggugat (Ridwan HR, 2011) ditambah lagi fungsi
AAUPB bagi legislatif adalah untuk membentuk undang-undang.

Asas ini berasal dari praktik peradilan administrasi Belanda
yang digunakan sebagai dasar banding dan atau pengujian.
Lambat laun diterima sebagai norma hukum tidak tertulis yang
senantiasa ditaati oleh pemerintah (Hadjon et al, 2011). Adapun
jenisnya terbagi kedalam 17 bentuk:

Asas kepastian hukum.

Asas kemanfaatan.

Asas ketidakberpihakan.

Asas kecermatan atau asas bertindak cermat.
Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
Asas keterbukaan.

Asas kepentingan umum.

Asas pelayanan yang baik.

Asas keseimbangan.

Asas kesamaan dalam mengambil keputusan.
Asas motivasi untuk setiap keputusan.

Asas permainan yang layak.

. Asas keadilan dan kewajaran.

Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar.
Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal.

Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi.
Asas kebijaksanaan.
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Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang
hukum publik yang berdiri sendiri yang menjamin kegiatan badan
administrasi publik menurut cara yang ditentukan dalam sumber
hukumnya masing-masing, dan di samping itu, kajian hukum
administrasi publik pada dasarnya mengkaji perubahan administrasi
publik menurut perkembangan.

Hukum administrasi berhubungan dengan kontrol hukum
terhadap pemerintah dan kekuasaan administratif terkait. Artinya,
kontrol yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung
(MA) atas penggunaan kekuasaan undang-undang (statutory powers)
oleh ragam luas badan administrasi. Dalam mengawasi pemenuhan
fungsi kepemerintahan badan- badan itu dan fungsi administratif yang
terkait, satu-satunya perhatian Pengadilan Tinggi/MA ialah
memastikan pelaksanaan fungsi badan-badan itu tetap berada di
dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan undang undang (Hawke
etal, 2017).

Pada prosesnya, Hukum Administrasi Negara akan menentukan
ketertiban yang meliputi (Ardiansyah, 2022):

1. Efektifitas fungsi administrasi publik (public administration).

Hutrin Kamil
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Manan, hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis, yang
tumbuh, hidup, dan dipertahankan dalam kelompok-kelompok
masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan tumbuh dalam rangka
mengisi kekosongan hukum tertulis, atau mengesampingkan
hukum tertulis, atau lebih mendekatkan hukum tertulis pada
tujuan hukum yang lebih mendasar (Manan, Bagir. et al.,, 1997).

6. Keputusan Tata Usaha Negara (Administratieve Beschikking)
Dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan negara,
administrasi (negara) harus melakukan bermacam-macam
perbuatan. Dalam kaitan ini terdapat 2 (dua) kelompok perbuatan
administrasi (negara), yaitu:

a. perbuatan hukum (rechthandelingen); dan
b. perbuatan nyata (feitelijke handelingen) (Philipus M. Hadjon
dkk., 2011).

7. Doktrin
Dalam literatur ilmu hukum doktrin yang dimaksud adalah
pendapat pakar atau ahli hukum ternama yang dijadikan sebagai
salah satu sumber hukum, dari keilmuan hukum para ahli tersebut
yang berasal dari pengalaman akademik ataupun faktual.

Doktrin punya kaitan dengan yurisprudensi, yang dapat
dijadikan kutipan oleh hakim dalam membuat/menghasilkan
keputusan. Maka dalam hal ini dalam Hukum Administrasi Negara,
doktrin dapat menjadi rujukan dalam sumber hukumnya.
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Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.
Universitas Negeri Gorontalo

Latar Belakang

Reformasi desentralisasi dan tata kelola pemerintahan demokratis di
daerah telah menarik perhatian besar sebagai cara untuk mendorong
tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas di tingkat
daerah. Teori-teori mapan di bidang ekonomi dan ilmu politik telah
menjelaskan manfaat efisiensi dan akuntabilitas yang dapat diperoleh
dari reformasi desentralisasi (Berman, D. R., & Martin, 1988). Konsep
desentralisasi sangat terkait erat dengan diskresi yang merupakan
kata benda yang mengacu pada 'kebebasan, hak, atau kemampuan
untuk memutuskan sesuatu' dan 'kualitas berperilaku dengan tenang
dan terkendali tanpa menarik perhatian pada diri sendiri'. Dalam
banyak diskusi politik, makna yang pertama lebih diutamakan, dan
kebijaksanaan mewakili cara menafsirkan aturan, membuat
keputusan, dan memberlakukan otoritas (Darling, 2022).

Ruang diskresi menciptakan kemungkinan bagi otoritas lokal
termasuk 'birokrat’ untuk mempengaruhi kebijakan penerimaan dan
integrasi sesuai dengan preferensi pemerintah, terutama ketika
pemerintah bertindak secara strategis (Barbara Oomen, Moritz
Baumgirtel, Sara Miellet, Elif Durmus, 2021).

Dalam perundang-undangan, istilah diskresi adalah istilah yang
termuat dalam UU 30/2014 dan perubahannya. Berdasarkan
informasi yang dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik
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memanggil kita untuk merenungkan kembali bagaimana diskresi ini
harus diatur dan dipantau agar sesuai dengan prinsip-prinsip
demokratis dan transparansi. Yang menarik adalah, sementara
desentralisasi memberi lebih banyak kekuatan ke tangan pemerintah
daerah, ia juga memunculkan tantangan baru dalam memastikan
bahwa kekuasaan ini digunakan dengan cara yang etis dan akuntabel.
Ini memerlukan suatu transformasi hukum yang tidak hanya
menciptakan aturan-aturan baru, tetapi juga mengevaluasi dan
memodifikasi bagaimana hukum itu sendiri berinteraksi dengan
norma-norma sosial dan politik.

Maka, sarannya adalah untuk mengembangkan 'ekosistem
diskresi' sebagai sebuah kerangka kerja hukum dan kebijakan yang
dinamis. Dalam ekosistem ini, peran masyarakat bukan hanya sebagai
penonton atau pelaku yang pasif, tetapi sebagai aktor yang kritis yang
bisa mempengaruhi dan memantau penerapan diskresi pemerintah
daerah. Ini memerlukan revisi hukum dan peraturan yang ada,
mungkin melalui pendekatan 'soft law', seperti penerapan kode etik
atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang secara eksplisit
memasukkan elemen-elemen partisipasi publik dan transparansi.
Sedangkan tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menawarkan
pandangan yang lebih kompleks dan berlapis mengenai bagaimana
desentralisasi, diskresi, dan transformasi hukum saling
mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah tatanan yang selalu
bergerak dan berubah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam
tentang interaksi ini, kita bisa mencapai sebuah tata kelola
pemerintahan daerah yang lebih demokratis, inklusif, dan akuntabel.

Kesimpulannya, ruang diskresi dalam era desentralisasi adalah
sebuah medan yang sarat dengan potensi dan risiko. Oleh karena itu,
ada kebutuhan mendesak untuk inovasi hukum dan kebijakan yang
memungkinkan pelibatan masyarakat secara luas dalam pembuatan
dan implementasi keputusan pemerintah. Ini bukan hanya akan
menguatkan demokrasi lokal tetapi juga akan menambah kekayaan
analitis pada diskusi tentang peran hukum dalam masyarakat yang
terdesentralisasi.
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Pendahuluan

Pemerintah suatu negara memainkan peran penting dalam
administrasi mata pencaharian individu (Backert, 2012). Prinsip-
prinsip dasar pemerintahan yang efektif, termasuk keterbukaan,
akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara, berfungsi
sebagai fondasi penting dalam kerangka Sistem Hukum Administrasi
Negara (Barnett, 2021). Sistem yang disebutkan di atas mengatur
prosedur administratif, musyawarah pemerintah, hak-hak individu,
dan penyelesaian konflik. Gagasan negara hukum mendorong
kepatuhan terhadap kerangka hukum dan berfungsi sebagai pencegah
pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah (Epifanova, 2022).
Hukum administrasi sangat penting dalam pembentukan
pemerintahan yang efektif dengan menjunjung tinggi cita-cita
akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik (Harahap et al,
2019). Hal ini memfasilitasi kemampuan pemerintah untuk secara
efektif menangani dan memasukkan umpan balik dari warga negara
(Bastian & Hadi, 2021). Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk
melindungi hak-hak individu dalam keterlibatan mereka dengan
entitas pemerintah, merampingkan prosedur administratif, dan
mendorong kemajuan pembangunan berkelanjutan.
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Pemahaman konsep dasar hukum administrasi memungkinkan
partisipasi aktif dalam administrasi dan pembentukan tata kelola yang
adil dan terbuka. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
menghasilkan tata kelola yang bertanggung jawab dan efektif.

skkskosksk skok kok

Daftar Pustaka

Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris:
Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum

Empiris. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 697-
709. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709

Amanita, A., & Septiansyah, B. (2020). Penataan Sistem Informasi Dan
Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan Di Kota Cimahi Dalam
Rangka Reforma Agraria. Jurnal Caraka Prabu, 4(2), 143-164.
https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.313

Amaral-Garcia, S. (2019). Medical Malpractice Appeals in a Civil Law
System: Do Administrative and Civil Courts Award Noneconomic
Damages Differently? Law and Society Review, 53(2), 386-419.
https://doi.org/10.1111/lasr.12398

Backert, L. C. (2012). Party, People, Government and State: On
Constitutional Values and the Legitimacy of the Chinese State-Party
Rule of Law System. Boston University International Law Journal, 30,
331.

Barnett, H. (2021). Constitutional and administrative law. In
Constitutional and Administrative Law.
https://doi.org/10.4324/9781003155638

Bastian, ], & Hadi, S. (2021). Badan Hukum Publik Sebagai
Justitiabelen Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. DiH: Jurnal lImu
Hukum, 17(2),141-151. https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.5095

Beliu, J. J. B, & Fina, Y. N. (2021). Kajian terhadap Kebijakan
Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan. JIPI:

Achmad Taufik




Sistem Hukum Administrasi Negara

Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia, 2(2).
https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.62

Danovskis, E. (2019). Basic concepts and current developments of
Latvian administrative law. Prawo, 327(3888), 231-242.
https://doi.org/10.19195/0524-4544.327.14

Epifanova, E. V. (2022). Public Administration in the Field of Public
Health Protection in the New Paradigm of Public Authority:
Problems of Correlation Between Constitutional and
Administrative Law Regulation. Siberian Law Review, 19(2), 185-
198. https://doi.org/10.19073/2658-7602-2022-19-2-185-198

Hamdalah, M., Arwana, Y. C,, & Yusrina, A. (2021). Legal Offerings
Increase the Effectiveness of Determination of Coercive Money and
Administrative Sanctions on State Administrative Decisions. Lex
Scientia Law Review, 5(1), 83-96.
https://doi.org/10.15294 /lesrev.v5i1.46287

Harahap, S. M., Hamka, H., Law, C,, Sciences, L., Training, T., & Harahap,
S. (2019). Investigating the roles of philosophy , culture , language
and Islam in Angkola ’ s local wisdom of “ Dalihan Na Tolu.” 1-10.

Hoffman, 1. (2020). Application of administrative law in the time of
reforms in the light of the scope of judicial review in Hungary.
Studia luridica Lublinensia, 29(3), 101-116.
https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.101-116

Kalman, J. (2016). Administrative law aspects of the macroprudential
regulation and supervision of the financial intermediary system-
normativity, organization, toolkit. Financial and Economic Review,
15(3), 27-50.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2844866

Malakhov, S. A. (2022). Types, Nature and Defects of System
Connections of the Legislative Norms on Administrative Offenses.
Actual  Problems  of  Russian Law, 17(9), 22-33.
https://doi.org/10.17803/1994-1471.2022.142.9.022-033

Mardatillah, A., & Wibowo, A. (2023). Hukum Tata Negara Sebagai
Landasan Kekuasaan Yang Terorganisir. jJurnal Penelitian

m Achmad Taufik




Sistem Hukum Administrasi Negara

Multidisiplin, 2(1), 190-193.
https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.135

Ospanova, D. Khusainov, D. Suleimanov, A. Kussainov, A, &
Abilsheyeva, R. (2018). Problems of Administrative Law in The
System of Public Administration. International Journal of Law and
Management, 60(6), 1255-1271. https://doi.org/10.1108/IJLMA-
08-2017-0177

Prasetyo, F. N. A, & ]Jaelani, A. K. (2022). The Changing of
Environmental Approval Administrative Law Perspective. Journal
of Human Rights, Culture and Legal System, 2(3), 191-208.
https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.55

Putra, N. H. (2021). Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam:
Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab Public
Administration In Islamic Perspective: A Study On The Government
System Of Umar Bin Khattab. POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara
dan Politik Islam, VIII No. I, 23.

Setiyawan, W. B. M. (2019). Politik Hukum Peradilan Tata Usaha
Negara di Indonesia. Magister Hukum Universitas Semarang, 9(6),
123-128.

Soleh, M. A. (2018). Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. Mimbar Keadilan Jurnal
IImu Hukum, 5(2), 1-29.
https://doi.org/10.5281/zenodo0.1156353.18

Taufiqurrahman, F. (2022). Asas-asas dan Norma-norma Hukum
Administrasi Negara dalam Pembuatan Peraturan Perundang-
undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan. Mimbar Yustitia,
5(2),91-114. https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.2913

Tubagus Muhammad Nasarudin. (2016). Pembuatan Instrumen
Pemerintahan. Jurnal Hukum Novelty, 7(2), 139-154.

Wahyudi, A. (2021). Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara
(TUN). Hermeneutika, 5(1), 144-152.
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA

Achmad Taufik m



http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA

Sistem Hukum Administrasi Negara

PROFIL PENULIS

Achmad Taufik, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang pakar Hukum Tata
Negara yang memiliki latar belakang
pendidikan yang kuat dan pengalaman
mendalam di bidang hukum. Penulis saat ini
aktif sebagai dosen di Universitas Madura.
Penulis berdedikasi untuk memberikan
pengetahuan dan wawasan hukum kepada

generasi muda. Pendidikan Sarjana Hukum
(S1) dari Universitas Madura, lulus pada tahun 2016. Dedikasi Penulis
dalam belajar dan memahami prinsip-prinsip hukum telah membekali
beliau dengan dasar yang kokoh dalam Ilmu Hukum. Magister Hukum
(S2) dari Universitas 17 Agustus Surabaya, lulus pada tahun 2020.
Gelar ini menunjukkan komitmen Penulis dalam mengembangkan
pemahaman mendalam mengenai hukum tata negara.

Penulis memiliki keahlian khusus di bidang Hukum Tata Negara.
Pengalaman dan pengetahuan beliau yang mendalam dalam hal ini
membuatnya menjadi ahli yang diakui di dunia akademik. Dalam
kontribusi akademik, Penulis telah berkontribusi secara signifikan
dalam dunia akademik dengan menghasilkan berbagai karya ilmiah
dan riset di bidang Hukum Tata Negara. Karya-karya tersebut menjadi
sumber rujukan penting bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan
para peneliti yang tertarik pada topik ini. Achmad Taufik, S. H., M. H,,
merupakan seorang penulis yang berkomitmen untuk menyebarkan
pengetahuan dan memajukan pemahaman tentang Hukum Tata
Negara. Dedikasi beliau dalam mengajar dan meneliti membuatnya
menjadi sosok yang dihormati dalam komunitas hukum.

Email: achmad.taufik@unira.ac.id

Achmad Taufik


mailto:achmad.taufik@unira.ac.id

BAB 8
ORGANISASI DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD
Indonesia Law Study Club

Pendahuluan
Organisasi dan tata kelola pemerintahan adalah dua aspek penting
dalam hukum administrasi negara. Mereka berperan dalam mengatur
bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana keputusan dibuat, dan
bagaimana sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang keduanya:
1. Organisasi Pemerintahan
Organisasi pemerintahan merujuk pada struktur, hierarki, dan
fungsi-fungsi yang ada dalam pemerintahan suatu negara. Ini
mencakup departemen, kementerian, badan, dan lembaga-lembaga
pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai aspek
pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan,
pertahanan, dan lain sebagainya.

Tujuan dari organisasi pemerintahan adalah untuk
memastikan bahwa pemerintah dapat beroperasi secara efisien
dan efektif dalam memenuhi tugas-tugasnya. Organisasi ini
mencakup pengaturan Kkerja, pembagian tanggung jawab, dan
alokasi sumber daya.

2. Tata Kelola Pemerintahan
Tata kelola pemerintahan adalah konsep yang berkaitan dengan
cara pemerintah mengelola kebijakan, sumber daya, dan proses
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birokrasi menuju era Society 5.0 di Indonesia harus mencakup
berbagai aspek, termasuk kepemimpinan transformatif, etika politik,
perubahan mental birokrasi, budaya organisasi, dan penanggulangan
korupsi (Umam, 2019).

Penutup

Untuk mencapai organisasi yang sesuai dengan tata kelola
pemerintahan yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, pemimpin yang etis memiliki peran besar dalam memacu
perubahan. Kedua, organisasi pemerintah harus menjadi penggerak
perubahan. Dan ketiga, kebijakan pemerintah yang menghambat
perubahan perlu direvisi agar lebih mendukung perubahan. Dengan
demikian, berbagai konsep tata kelola pemerintahan, baik yang klasik
maupun yang lebih baru, menunjukkan bahwa reformasi dalam
pemerintahan adalah suatu keharusan. Menggabungkan dan
menerapkan konsep-konsep ini dapat membantu menciptakan tata
kelola pemerintahan yang lebih baik, terutama di negara-negara
berkembang seperti Indonesia.
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BAB 9
PERBUATAN ADMINISTRASI
NEGARA

Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Pendahuluan

Hukum administrasi di dalamnya turut menguraikan mengenai
tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh subyek hukum
administrasi negara. Perbuatan administrasi negara pada
perkembangannya mencakup aspek penting dari perspektif dinamika
hukum administrasi, yaitu tindakan administrasi. Pasal 1 angka (8)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan memberikan defenisi mengenai tindakan administrasi,
yaitu: “Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut
tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara
negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan
konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Dalam kajian literatur, dapat ditemukan Kklasifikasi 2 (dua)
macam model tindakan pemerintah (bestuur), yang mencakup: (i)
tindakan biasa atau tindakan nyata (feitelijkehandelingen); serta (ii)
tindakan hukum (rechtshandelingen) (Setiawan, 2017). Apabila dikaji
lebih lanjut, maka kedua model tersebut pada praktiknya mampu
dilaksanakan berdampingan dalam berbagai tahapannya. Oleh karena
itu, tindakan nyata (feitelijkehandelingen) menjadi realisasi atau
turunan/terapan dari tindakan Pemerintah. Tindakan nyata juga
dapat menjadi akibat atau implikasi dari tindakan hukum
(rechtshandelingen) pemerintah. Namun demikian, Eman Suparman
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dan tidak jarang menyebabkan sengketa tata usaha negara.
Tindakan administratif yang belum disahkan aturan hukumnya
dapat berlaku ilegal serta tidak menjamin kepastian hukum,
bahkan cenderung menyebabkan kesewenang-wenangan
(willekeur). Oleh karena itu, terdapat mekanisme baru bahwa
tindakan administrasi tidak dapat berlaku surut, tetapi dapat
berdaya laku surut, kecuali dalam hal-hal darurat. Asas ini
mempunyai kekuatan saat valid atau sahnya, yaitu tidak dapat
berlaku surut, akan tetapi pada daya laku validnya dapat berlaku
surut.

. Memenuhi Syarat Opposabilitas

Merupakan syarat mulai berlakunya suatu tindakan administratif
dihubungkan dengan bilamana oposabilitasnya dapat dilakukan,
yaitu sejak saat di posisi (dilawan) oleh warga masyarakat yang
bersangkutan. Oleh karena itu, ditinjau dari syarat opposabilitas,
maka suatu tindakan administratif baru boleh berlaku atau
diberlakukan (opposable) sejak saat diumumkannya tindakan
administratif tersebut menurut prosedur dan bentuk
pengumuman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. Mulai berlaku berarti mempunyai sifat obligatoir
(memaksa) terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

skkskoskok skok kok
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BAB 10
KEPUTUSAN ADMINISTRASI
DAN PROSES PEMBUATAN
KEPUTUSAN

Saptono Jenar, S.H., M.H., C.L.A.
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Keputusan Administrasi Pemerintahan
Hukum pada intinya merupakan produk pengambilan keputusan yang
ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat
subyek hukum dengan hak dan kewajiban hukum yang berupa
larangan (prohibere), keharusan (obligatere), dan kebolehan
(permittere). Adapun cakupan hukum negara yakni hukum yang
ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai bentuk dari
tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan (Asshiddiqie,
2010). Jimly Asshiddigie menjelaskan juga bahwa pada praktiknya,
terdapat 3 (tiga) macam keputusan sebagaimana dimaksud tersebut
yang mengikat secara hukum bagi subyek-subyek hukum berkenaan
dengan keputusan-keputusan tersebut, yaitu:
1. Peraturan (Regels)
Keputusan-keputusan yang normanya bersifat umum dan abstrak
(general and abstract norms) serta bersifat mengatur (regeling).
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Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan
salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4. Batang Tubuh
Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan
sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi
keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali
dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan

seterusnya.

5. Kaki
Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang
terdiri dari:

a.
b.

tempat dan tanggal penetapan keputusan;

jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf
kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan, apabila
menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan tanda
tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan
pada contoh susunan dan bentuk keputusan; dan

nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang
ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
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Pendahuluan

Dalam periode kontemporer yang ditandai dengan globalisasi dan
prevalensi teknologi informasi, pentingnya tata kelola pemerintahan
yang efektif dan kebijakan publik yang sesuai tidak dapat dilebih-
lebihkan dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan
kemajuan nasional (Mariana, 2017). Kehidupan individu dipengaruhi
oleh keputusan-keputusan administratif. Dalam konteks dinamika
masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang,
pentingnya Kketerlibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan administratif tidak dapat dilebih-lebihkan (Handayani &
Hartatik, 2019). Ketersediaan informasi yang lebih baik memfasilitasi
keterlibatan yang lebih tinggi, sehingga mengubah kerangka kerja
konvensional dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
administratif memainkan peran penting dalam meningkatkan
legitimasi dan kesesuaian antara tujuan pemerintah dan keinginan
Masyarakat (Taufiqurrahman, 2022). Pernyataan ini mencerminkan
kebutuhan individu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan elemen
mendasar dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan administrasi
yang akuntabel.
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pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat, serta memperkuat dasar demokrasi yang kuat
dalam masyarakat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat memiliki peran sentral
dalam pembuatan keputusan administrasi yang efektif dan
berdampak positif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses
pengambilan  keputusan, pemerintah dapat memanfaatkan
pengetahuan lokal, perspektif yang beragam, dan aspirasi masyarakat
untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat
tidak hanya menciptakan tata kelola yang lebih baik dengan
transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, tetapi juga membawa
dampak positif dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif,
memperhatikan kepentingan semua pihak, serta berkelanjutan dalam
jangka panjang.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendorong kebijakan
yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan tidak bisa
diabaikan. Oleh karena itu, penerapan strategi dan pendekatan yang
sesuai, seperti pendidikan publik, pemanfaatan teknologi, forum
partisipatif, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, sangat
dianjurkan. Hanya melalui upaya kolektif yang melibatkan seluruh
spektrum masyarakat, pemerintah dapat mencapai solusi yang lebih
baik, memastikan representasi yang merata, dan membawa
perubahan positif bagi masyarakat yang lebih luas.
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Definisi dan Ruang Lingkup

Pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan merupakan
pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat
telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan
prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat
dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan tata usaha negara yang
bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-
undang.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi sangat
berarti bagi dinamika, perkembangan dan penerapan tujuan suatu
organisasi, Karena pentingnya arti pengawasan, maka banyak ahli
manajemen mempunyai pandangan tersendiri terhadap fungsi dan
peranan pengawasan dalam suatu organisasi atau lembaga.
Pengawasan merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses
fungsi-fungsi manajemen, berarti terhadap semua fungsi manajemen
harus dilakukan pengawasan (Limpo, 2018). Dikaitkan dengan
akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi
rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk
sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern
(internal control) dan pengawasan ekstern (external control). Selain
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4. Penggunaan dan keuangan bagi pelaksanaan tugas administrasi
pemerintahan yang bersumber dari APBN.

5. Dan lain-lain.

Pengawasan terhadap administrasi pemerintahan dapat dilakukan

baik melalui sistem administrasi pemerintahan, masyarakat, sistem

kelembagaan negara dan lain sebagainya.

Undang-Undang yang Mengatur Pengawasan Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan mengatur soal pengawasan, khususnya
Pasal 20. Pengawasan negara terhadap otoritas pemerintah daerah,
yang merupakan persyaratan supremasi hukum, dibahas sehubungan
dengan kotamadya. Otoritas pengawas negara diharuskan memberi
nasihat dan mendukung otoritas pemerintah daerah. Pengawasan di
berbagai tingkat negara bagian berlangsung sebagai pengawasan
hukum, yang hanya mencakup pengawasan legalitas dalam hal-hal
yang menjadi kewenangan asli kotamadya, dan sebagai pengawasan
fungsional yang juga mengawasi kemanfaatan dalam hal-hal yang
dialihkan oleh negara. Asas legalitas (intervensi dalam segala hal)
diubah dengan asas kemanfaatan (diskresi). Sejumlah solusi tersedia
untuk menerapkan tindakan pengawasan hukum dan fungsional.
Apabila pemerintah kota menganggap bahwa tindakan pengawasan,
baik secara hukum maupun fungsional, melanggar hak mereka untuk
mengatur diri sendiri, maka mereka dapat meminta bantuan ke
pengadilan (Harbich, 2014).
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Universitas Tidar

Definisi Sanksi Administrasi

Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan
pemerintahan, dan kewenangan ini berasal dari aturan hukum
administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan
kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma
hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan
kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan
sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum
administrasi tersebut (Anggara, 2018).

Philipus M. Hadjon dalam (Anggara, 2018) yang menyebutkan
bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi
pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah
preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan
sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Sanksi administrasi merupakan hukuman yang diterapkan
terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mempunyai karakteristik administrasi.
Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah untuk
mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum
administrasi (Hadjon, 1994). Sanksi administrasi diimplementasikan
supaya kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat
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Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada konsep

hukum, didasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara Pancasila,

menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa terdapat beberapa

elemen atau unsur dalam negara hukum Pancasila yang dapat

dirumuskan sebagai berikut (Philipus M. Hadjon, 2007):

1. Kerukunan menjadi dasar utama bagi keharmonisan hubungan
antara pemerintah dan rakyat;

2. Hubungan fungsional yang sebanding antara kekuasaan
pemerintah;

3. Prinsip penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan
dijadikan sebagai opsi terakhir;

4. Keseimbangan hak dan kewajiban yang essensial.

Di dalam sistem hukum Pancasila, prinsip yang paling penting
dalam menyelesaikan pertikaian antara pemerintah dan rakyat adalah
dengan menggunakan musyawarah. Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dengan menggunakan jalur upaya administratif,
dengan tujuan untuk mengembalikan keharmonisan dan
keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jika melalui
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Awal Mula Peradilan Administrasi di Indonesia

Peradilan Administrasi atau yang lebih dikenal sebagai Peradilan Tata
Usaha Negara (TUN) di Indonesia memiliki sejarah awal berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian menghasilkan
berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang
berdiri sendiri. Sebelum adanya amandemen terhadap Pasal 24
Undang-Undang Dasar 1945, ada empat lingkungan peradilan yang
sudah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai peradilan administrasi
dalam Pasal 18, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman
dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 25 ayat (5) dari undang-undang yang sama menegaskan
bahwa peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk
memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Peradilan tata usaha negara, sebagai salah satu komponen
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adalah agar putusan tersebut sah dan memiliki kekuatan
hukum yang berlaku. Jika putusan tidak dibacakan dalam
sidang terbuka, maka putusan tersebut dianggap tidak sah.

Namun, jika putusan pengadilan tidak memberikan rasa
keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang memadai bagi
para pihak yang bersengketa, ketua majelis hakim
memberikan opsi untuk melanjutkan upaya hukum dengan
mengajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Upaya hukum ini dapat diambil jika pihak yang bersengketa
merasa putusan belum memenuhi keadilan dan kepastian
hukum yang diinginkan.

Penutup

Proses peradilan tata usaha negara, juga dikenal sebagai peradilan
administrasi, merupakan suatu sistem peradilan yang memiliki peran
penting dalam mengawasi tindakan dan perbuatan dari pejabat tata
usaha negara. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa para
pejabat tata usaha negara tidak melakukan tindakan sewenang-
wenang, penyalahgunaan wewenang, atau melampaui batas
kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya,
para pejabat tata usaha negara diharapkan memiliki pemahaman yang
baik terhadap undang-undang materiil administrasi negara yaitu
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Hal ini bertujuan agar tindakan dan perbuatan yang
dilakukan oleh pejabat tata usaha negara sesuai dengan amanat
konstitusi negara Indonesia dan tidak menimbulkan sengketa dengan
masyarakat, individu, atau badan hukum perdata. Dengan demikian,
peradilan tata usaha negara berperan sebagai pengawas dalam
menjaga agar pelaksanaan administrasi negara berjalan sesuai dengan
hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku.
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ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA ADMINISTRASI
NEGARA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Konsep Pelindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
Administrasi Negara

Subyek hukum yang selalu dilekati dengan hak dan kewajiban (de
dragger van de rechten en plichten), baik itu manusia (natuurlijke
persoon), badan hukum (recht persoon), maupun jabatan (ambt),
dapat melakukan berbagai tindakan hukum berdasarkan kemampuan
(bekwaam) atau kewenangan (bevoegdheid) yang dimilikinya. Akibat
dari tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum tersebut yang
kemudian memunculkan banyak hubungan hukum. Tindakan hukum
ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum yakni interaksi antar
subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai
akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu
berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subyek
hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan yang
dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main
dalam mengatur hubungan hukum tersebut.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk
mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, agar masing-masing
subyek hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan
baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum
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haruslah mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum dengan disertai alasan
dicabutnya gugatan. Apabila pencabutan gugatan tersebut
dikabulkan oleh majelis hakim, maka hakim akan atau ketua
majelis memerintahkan agar panitera mencoret gugatan tersebut
yang terdaftar dalam register perkara, dan perintah pencoretan
gugatan tersebut haruslah diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum.
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Pendahuluan

Pembahasan pada bab ini bertolak dari argumen bahwa
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan hukum
dihadapkan pada pembatasan kekuasaan. Salah satu bentuk dalam
upaya pembatasan kekuasaan yakni dengan dibentuknya badan
peradilan yang bisa mengadili segala perbuatan pemerintahan.

Terdapat dua kategori dalam penyelenggaraan pemerintahan
suatu negara. Pertama, jika merujuk pada teori pemisahan kekuasaan
maka pemerintahan diselenggarakan oleh semua lembaga yang ada
dalam negara yakni oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Kedua, pemerintahan hanya dilakukan oleh penyelenggara
pemerintahan yakni terbatas pada lembaga eksekutif saja (Eny
Kusdarini, 2019). Bidang kekuasaan eksekutif memiliki dua karakter
yakni sebagai alat kelengkapan negara yang merepresentasikan
tindakan suatu negara dan sebagai badan administrasi negara dengan
kekuasaan yang mandiri hasil pelimpahan dari negara untuk
melakukan penyelenggaraan negara(Abrianto et al., 2020).

Secara yuridis, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
bahwa “badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau
pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan
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umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pengujian (toetsing
gronden). Hal tersebut menunjukan bahwa peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menunjukkan
dua varian posisi dalam bidang hukum administrasi yaitu pengarah
bagi organ pemerintah dan sebagai dasar penilaian hakim.
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Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) lahir sebagai bentuk
kekhawatiran freies Ermessen dalam mewujudkan welfare state atau
social rechtstate di Belanda (Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2016). Pada
tahun 1946 oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu commisie di
bawah pimpinan De Monchie dengan tugas untuk memikirkan dan
mencari suatu upaya hukum yang lebih memberikan perlindungan
terhadap rakyat dari perbuatan yang sewenang-wenang dari
penguasa (Syuhudi, 2017). Dalam upayanya itu, commisie tersebut
menemukan istilah Algemen Beginselen van Berhoorlijk Bestuur
(ABBB), namun karena ada pendapat commisie yang tidak disetujui
pemerintah, maka commisie dibubarkan tanpa dapat menyelesaikan
tugasnya.

Pada tahun 1950 dibentuk lagi Commisie Van de Greenten dengan
tugas meneruskan pekerjaan Komisi De Moncie. Namun, komisi kedua
ini juga mengalami nasib yang sama yaitu karena ada beberapa
pendapat yang diperoleh dari hasil penemuan yang tidak disetujui
oleh pemerintah akhirnya komisi ini pun dibubarkan tanpa
membuahkan  hasil = (Maranjaya, 2022). Namun, dalam
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untuk melengkapi pemerintah dalam menciptakan kualitas pelayanan
publik yang optimal (Fatmawati, 2011).

Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat memiliki peran
penting dalam mengoptimalkan pelayanan publik untuk mencapai
good governance. Pelayanan publik dengan good governance
merupakan 2 (dua) sisi yang memiliki hubungan erat satu sama lain.
Dalam praktik good governance di Indonesia, salah satu langkah
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui
penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan
aktor utama dalam mewujudkan tercapainya praktik good governance
di Indonesia. Pelayanan publik berperan penting sebagai titik masuk
dan penggerak dalam mewujudkan perubahan good governance di
Indonesia. Dalam konsep good governance, peran masyarakat dan
sektor swasta menjadi sangat penting karena adanya perubahan
paradigma pembangunan dengan meninjau ulang peran pemerintah
dalam pembangunan, yang semula berperan sebagai regulator dan
pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif
dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.
Tentu saja hal ini bisa diwujudkan apabila masyarakat dan sektor
swasta sendiri sudah memiliki kapabilitas yang memadai (Abror &
Khuljana, 2022).
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Pendahuluan

Sejarah pertambangan di Indonesia dimulai dengan hak konsesi
pertama oleh Freeport, yang disinyalir mengakibatkan kerugian
ekonomi dan ekologi. Kebijakan eksploitasi sumber daya alam
semakin memudahkan perusahaan pertambangan besar, dengan
regulasi yang tidak cukup memperhatikan perlindungan lingkungan
sekitarnya. Pertambangan menimbulkan kerugian ekonomi, sosial,
dan lingkungan, menyebabkan gesekan antara perusahaan tambang
dan masyarakat, mengubah pola agraris menjadi industri
pertambangan, dan merusak daerah sekitar tambang. Namun,
tindakan untuk memperbaiki kerusakan dan pencemaran lingkungan
seringkali kurang memadai. Pengaturan seputar reklamasi dan
pemantauan lingkungan dalam peraturan sebelumnya masih terbatas,
tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara mulai mencakup aspek lingkungan dengan lebih
baik. Kesadaran akan hak atas lingkungan yang baik dan sehat diakui
sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 Ayat (1) (Undang-
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Ketiga, tingkatkan penegakan hukum dengan inspeksi yang lebih
sering, sanksi yang signifikan bagi perusahaan yang melanggar
peraturan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.
Keempat, tingkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam
pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah mereka melalui
konsultasi publik dan pemantauan proyek. Kelima, tingkatkan
pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk memahami dampak
pertambangan dan mendorong praktik yang berkelanjutan. Keenam,
promosikan kemitraan dengan perusahaan pertambangan untuk
mengembangkan teknologi yang lebih bersih. Terakhir, dorong
investasi dalam sumber energi terbarukan sebagai alternatif sumber
energi fosil untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri
pertambangan. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi
dampak lingkungan yang serius dari sektor pertambangan di
Indonesia.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat
mengembangkan sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan,
menjaga sumber daya alam, dan melindungi lingkungan hidup bagi
generasi mendatang. Ini akan memerlukan kerja sama antara
pemerintah, perusahaan pertambangan, masyarakat, dan LSM
lingkungan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang
lebih baik.
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Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara sebagai ilmu yang mempelajari negara
dalam keadaan bergerak terus mengalami perkembangan yang begitu
pesat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan membawa konsekuensi perubahan
paradigma. Sebagaimana paradigma negara hukum, Phillipus M.
Hadjon mengatakan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur) dalam
hukum administrasi negara sudah tidak lagi memadai dalam
menjalankan urusan pemerintahan. Meskipun wetmatigheid van
bestuur menjamin adanya asas kepastian hukum, namun di negara
hukum abad ke-20 lebih menitikberatkan pada penetapan tujuan
(doelstelling) dibandingkan penetapan norma (normstelling) serta
lebih menitikberatkan pada kebijakan atau beleid dibandingkan
implementasi atau uitvoering /toepassing (Phillipus, 2015).

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang termaktub
dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) negara wajib
memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menurut Bagir Manan,
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Terhadap putusan peradilan tata usaha negara yang menguji
peraturan kebijakan sejatinya juga dapat dilakukan upaya hukum baik
terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap
maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum
yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perlawanan, banding dan
kasasi yang dikenal dengan sebutan upaya hukum biasa. Sementara
itu, upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah peninjauan
kembali, yang dikenal dengan sebutan upaya hukum istimewa atau
upaya hukum luar biasa.
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HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai penulis di bidang Hukum
Administrasi Negara dari berbagai perguruan tinggi ternama di
Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang ilmu yaitu Hukum
Administrasi Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam
dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi
yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku ini dapat di
gunakan sebagai acuan dalam perkuliahan Hukum Administrasi
Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus di tempuh
oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat
digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum
Administrasi Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama
satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa,
buku Hukum Administrasi Negara ini juga bisa di jadikan literatur oleh
masyarakat umum dalam memahami dan mendalam keilmuan hukum
khususnya Hukum Administrasi Negara.

Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Hukum
Administrasi Negara, Bab 2 Hukum Administrasi Negara dalam
Kerangka Hukum Nasional, Bab 3 Hubungan Hukum Administrasi
Negara dengan Ilmu Hukum yang Lainnya, Bab 4 Asas Asas Hukum
Administrasi Negara, Bab 5 Sumber Hukum Administrasi Negara, Bab
6 Kewenangan, Bab 7 Sistem Hukum Administrasi Negara, Bab 8
Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Bab 9 Perbuatan
Administrasi Negara, Bab 10 Keputusan Administrasi dan Proses
Pembuatan Keputusan, Bab 11 Partisipasi Masyarakat dalam
Pembuatan Keputusan Administrasi, Bab 12 Pengawasan
Administrasi Negara, Bab 13 Sanksi Administrasi Negara, Bab 14
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 15
Proses Peradilan Administrasi Negara, Bab 16 Alternatif Penyelesaian
Sengketa Administrasi Negara, Bab 17 Aspek Hukum Pengujian, Bab
18 Good Governance, Bab 19 Hukum Administrasi Lingkungan dalam
Pengelolaan Pertambangan, dan Bab 20 Tantangan dan Isu
Kontemporer Hukum Administrasi Negara.
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